BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesmpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada
bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya pada bidang pengawasan
dan pengendalian dalam pengawasan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
telah dilaksanakan dengan baik, tetapi dilihat dari segi, pangkat, jabatan, latar
belakang pendidikan, pelatihan dan pengembangan, penerapan ilmunya serta
tanggung jawab pegawa pada bidang pengawasan dan pengendalian belum
sesuai dengan tugas dan fungs pokok bidang tersebut. Dilihat dari latar
belakang pendidikan yang dimiliki para pegawai seperti ekonomi, mang emen,
akuntansi, hukum masih terlalu sedikit dibandingkan dengan yang hanya
berpendidikan SMA serta belum banyak mendpatkan pelatihan dan
pengembangan mengenal tugas yang ditempatkan.

2. Target dan redisasi Pendapatan Adli Daerah (PAD) meningkat setiap
tahunnya, dilihat dari sumber Pendapatan Adli Daerah (PAD) anggaran dan
realisasi dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan. Tetapi jika dilihat dari
masing-masing komponen pada PAD terdapat selisih kurang antara anggaran
dan redisas yaitu pada komponen retribus daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, 2 (dua) komponen tersebut mengalami
fluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Berdasarkan analisis dan uraian perhitungan yang telah dilakukan dapat

dismpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya pada bidang
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pengawasan dan pengendalian berperan dalam meningkatkan Pendapatan Adli
Daerah (PAD) Kota Kupang. Dilihat dari hasil anaisis yaitu dari ketiga
variabel yakni variabel Pendapatan Adli Daerah (PAD), pengawasan, dan
pengendalian maka hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan variabel
Pendapatan Adli Daerah (PAD) secara keseluruhan kategori PAD dalam
kategori sangat baik (88,93%), variabel pengawasan secara keseluruhan dalam
kategori baik (76,91%) serta variabel pengendalian secara keseluruhan dalam

kategori baik (81,51%)

6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan pembahasan :

1. Bagi pemerintah daerah, pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang
khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian diharapkan lebih
memperhatikan pegawai yang akan ditempatkan pada bidang tersebut yaitu
pada masa yang akan datang lebih merekrut pegawa yang berkualitas,
pegawai yang memenuhi syarat dengan tugas dan fungsi dari bidang yang
akan ditempatkan dan pegawa yang ada lebih ditingkatkan kualitasnya
dengan berbagai pelatihan dan pengembangan mengenai tugas yang
ditempatkan.

2. Berdasarkan pendlitian mengena pengawasan dalam meningkatkan
Pendapatan Adli Daerah (PAD) kinerja pegawai pada bidang pengawasan dan

pengendalian belum begitu maksimal sehingga perlu dimaksimalkan lagi,
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karena dilihat dari latar belakang pendidikan harus memiliki latar belakang
ilmu yang sesuai untuk tugas dan fungsi pada bidang yang ditempati.
3. Untuk meningkatkan Pendapatan Adli Daerah, pemerintah harus lebih

memeriksa penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
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